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ZApINANY

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 54  TAHUN 2011

TENTANG

PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB UNTUK KEPENTINGAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA

Menimbang

Mengingat

-

TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,
bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah
untuk pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan penyediaan
dana belanja langsung maupun tidak langsung untuk operasional
pelaksanaan kegiatan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperiuan setiap
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja
yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat waijib;

bahwa penryediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib bidang kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang -
bersifat Gawat Darurat dan mendasarkan pada keselamatan pasien di
RSUD Cicalengka;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hunuf a, ,
huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung
tentang Penyediaan Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Wajib Untuk
Kepentingan Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
Cicalengka Tahun Anggaran 2011.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang—Undang Nomor 14 Tahun
1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat.(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851); |

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3893);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indunesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20C5
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578); i
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentzng
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi Dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004
Nomor 29 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5
Tahun 2008 Tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 Tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009
Nomor 23);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 2) Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 36);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB
UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.

Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara
terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan
jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang
bersangkutan.

5. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyeleggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam
memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk
meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. i

8. Keselamatan pasien adalah proses dalam suatu rumah sakit yang
memberikan pelayanan pasien yang lebih aman melalui upaya manajemen
risiko klinik.

9. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan
untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperiukan baik secara
langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

BAB II
BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN
BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB

Pasal 2

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib dalam penyelenggaraan pelayanan RSUD Cicalengka dari belanja
langsung yang akan diperhitungkan dengan perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2011, digunakan
untuk kepentingan program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
Rumah Sakit Kegiatan Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit.






